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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab - bab sebelumnya, penulis berusaha 

menarik kesimpulan di bawah ini . 

a. 	 - Delam pengenaan pajak reklame, Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ( Dipenda ) masih 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat \I Suraliaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak 

Reklame yang didasarkan pada peraturan yang lama yaitu 

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

Pencapaian hasi! dari pengenaan pajak reklame yang telah 

memenuhi target seperti terlihat pada tabel target pajak ieklame 

menunjukkan bahwa pajak reklame menambar, pendapatan asli 

daerah. 
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Dalam melaksanakan tugasnya para fisc-us berpedoman pada 

Perda Nomor 9T ahun 1999 tentang pajak tingkat II Surabaya 

berpedoman pada Peraturan Daerah NO.9 Tahun 1999 Tentang 

Pajak Reklame. 

b. 	 kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

reklame di Kotamadya Surabaya serta upaya Pemkot mengatasi 

kendala terse but : 

Reklame yang dipasang berbeda dari data yang dilaporkan ( ada 

ketidak sesuaian antara data yang dilaporkan dengan kenyataan 

di lapangan, baik karena kesalahan wajib pajak ataupun 

kesengajaan dari wajib pajak , hal ini diatasi dengan keikut 

sertaan fiskus ketika reklame akan dipasang sehingga langsung 

dapat terkontrol ; 

Alamat yang diberikan oleh wajib pajak tidak jelas sehingga 

ketika ada masalah terhadap reklame yang dipasang ( misalkan 

masalah izin, restitusi dan lain - lain ) sulit untl!k dihubungi, hal 

ini diatasi dengan mengadakan survey terhadap data yang 

dilaporkan. 
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Uang jaminan yang dikenakan pada pemegang izin tidak 

dikembalikan, padahal pemegang izin sudah melaksanakan 

pembongkaran atau pembersihan terhadap rek.larne tetap yang 

terpasang dan sudah habis masa berlakunya, untuk mengatasi 

kelalean dari para fiskus maka data yang ada perlu dipeibaharui 

dan menunjuk bagian khusus untuk mengatasi reklame yang 

telah habis masanya. 

Masih banyak reklame yang terpasang pada tempat-tempat yang 

dilarang oleh Pemda, untuk mengatasi keterbatasan pengontrol 

dilapangan maka pemda mengadakan kerjasarna dengan pihak 

swasta. 

Pengetahuan dari para fiscus yang melaksanakan tugasnya 

hanya meneruskan dari pendahulunya sehingga bila terjadi suatu 

permasa!ahan mereka tidak dapat mengatasinya yang kemudian 

berakhir di meja pimpinan, untuk mengatasinya maka para fiskus 

diikutkan pada studi banding ke d?lerah iain. 

Penerapan sanksi yangkurang tegas dari para fiscus yang 

membuat para wajib pajak yang unakal" tidak menjadi takut 

sebab sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan 
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2. 	 Saran 

Beranjak dari kesimpulan yang dikemukakan pada angka 1 diatas, 

saya mengajukan saran-saran dibawah ini : 

a. 	 Sehubungan dengan telah diberlakukan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 ( UU No. 34/2000 ) Tentang Perubahan Atas Undang­

undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Paja~. Daerah dan Retribusi 

Daerah, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ( pp 

No. 65 12001 ) Tentang Pajak Daerah, hendaknya peraturan 

perpajakan daerah pada umumnya dan peraturan perpajakan 

reklame pada khususnya disesuaikan dengan ketentuan yang baru 

• 
itu. Memang PP NO.65/2001 memberikan waktu untuk penyesuaian 

tersebut, tetapi sudah semestinya pel1yesuaian yang 

dituntutldiwajibkan oleh PP NO.65/2001 dilaksanakan sesegera 

mungkin mengingat pelaksanaan pemungutan pajak berlangsung 

terus-menerus dalam hal ini, diharapkan gerak cepat dari pihak 

legislatif (DPRD Tingkat \I ) dan pihak eksekutif ( walikotamadya ), 

agar walikotamadya dengan persetujuan DPRD Tingkat II segera 

memberlakukan peraturan daerah yang baru mengenai pajak 

reklame. 
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b. 	 Kendala-Kendala dalam pengenaan pajak reklame harus segera 

diatasi agar kendala-kendala tersebut tidak menjadi suatu hal yang 

merugikan pihak pemerintah daerah maupun wajib pajak reklame 

yang bersangkutan yaitu dengan cara : 

Tidak segan-segan mengingatkan hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan 

rekalame yang telah mendapatkan i,in resmi pada saat izin 
o 

tersebut keluar. 

Membina kepercayaan antara fiskus dan waJib pajak memang 

perlu tetapi fiskus tidak harus mempercayai semua yang 

• 
dikatakan Idilaporkan oleh wajib pajak, selain mengeloia data 

yang masuk dari wajib paJak, fiskus juga seharusnya melakukan 

pengecekan silang dilapangan terhadap data tersebut. Bila 

terbukti kesengajaan wajib pajak untuk mernberikan informasil 

data yang salah mengenai reklame yang dipasangnya, 

hendaknya yang bersangkutan dikenai sanks!. 

Pengembalian uang jaminan adalah hak pemilik reklame yang 

telah membongkar sendiri reklame miliknya yang sudah habis 

masa izinnya. Bila pemerintah daeral1 ( dalam hal ini adalah 

Dipenda ) belum memberikan hak tersebut, sudah sewajarnya 
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bila pernilik reklarne rnengingatkan dan rnel'nintanya kernbali 

kern bali. Dengan dernikian, Dipenda lidak Ilanya menuntut 

haknya dari pernilik reklarne tetaapi juga rnelakukan apa yang 

telah rnenjadi kewajibanya. 

Pengawasan yang rnelekat harus terus dilakukan oleh fiskus 

dalarn hal perhitungan serta penggolongan reklame agar 

pelaksanaanya tetap pada jalurnya ( tidak menyirnpang dari 

ketentuan yang ada). 

c. 	 Upaya untuk rneningkatkan pendapatan daerah dari Pernerintah 

Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat· II Surabaya mela!ui pajak 
. 

Reklarne dapat ditarnbahkan dengan melakukan hal - hal berikut : 

Mernperluas jenis - jenis reklame yang rnenjadi obyek pajak 

reklame seiring dengan perkembangan telmoiogi, jenis reklame 

yang potensialsaat ini adalah reklame yang disebarkan rnelalui 

Internet. Jaringa Internet dapat diakses dari seluruh negara di 

dunia. Dengan demikian reklame yang dipasang dari seluruh. 

kota disuatu negara dapat disampaikan pada jasa pengakses 

dari seluruh dunia. Efek promosi yang dapat d!capai lebih besar 

bila dibandingkan dengan hanya memasang reklarne dibeberapa 

tempat atau melalui tayangan televise saja, sehingga 
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pemasangan reklame melalui media pasti akan segera diminati 

untuk para penyelenggara reklame . 
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